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ABSRAK 

SUDIRMAN (2024)     : Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009  

Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

Menurut Perspektif Fiqih Siyasah 

 

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan 

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

publik(masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat menigkatkan 

kesejahteraan masyarakat Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan 

dengan baik Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat 

dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan  Diakhir 

akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas 

dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun 

pemerintali daerah Dalam Pembangunan Keikutsertaan masyarakat dalam 

merencanakan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana 

pembangunan yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Berdasarkan Undang-

Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah 

Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling Peneliti 

memakai analisa "kualitatif yaitu merupakan data yang muncul berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian angka 

Dari hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa yang 

dilakukan yang dilakukan di Desa Pengalihan Kecamatan keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan suda 

sesuai dengan aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa hanya saja 

dalam Peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik pasal 23 perlunya akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal 

negatif tentang apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara, selain 

berkewajiban mengelola sarana, prasarana. dan/atau fasilitas pelayanan publik 

tetapi juga harus serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, 

prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik 

Pembangunan dalam Persefektif Fiqih Siyasah meliputi prinsip dan tujuan 

pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, 

tazkiyah, mengedepankan kemaslahatan umum, dan mengikuti kerperluan serta 

tiada pembaziran. Sedangkan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas kehidupan, serta 

mencapai pembangunan yang seimbang 

 

Kata Kunci : Implementasi,Penanganan, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 

penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan asas 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan 

kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan 

pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab 

yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk 

mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1
 

Dalam pemahaman pelayanan publik pada perspektif warga negara 

adalah konsep publik dimaknai sebagai individu warga masyarakat yang 

memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan pelayanan apa dan bagaimana 

yang harus mereka dapatkan perspektif muncul atau berakar dari pemeliran 

atau konsep citicensi (kewargannegaraan) yang memandang bahwa pada era 

demokrasi atau masyarakat modern saat ini di butuhkan: 

                                                           
1
 Departemen Dalam Negeri, Jurnal Otonomi Daerah Vol.II No. 2, Jakarta 2002, h.  34. 
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1. Pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan dasar 

meritokrasi 

2. Tuntutan agar setiap warga masyarakat di beri informasi yang cukup 

secara umum mereka dapat berpastisipasi aktif dalam berbagai kegiatan 

publik dan dan kewajiban warga negara harus di perhatikan karna 

merekalah yang memahami konstitusi negara secara baik .dengan 

perkataan lain bahwa hak empunya negara, dalam serbuah sistem 

pemerintahan yang demokratis. 
2
 

      Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  pasal 1 ayat (1) pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Dari bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:  

1. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.  

2. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa 

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. 

                                                           
2
 Prof. DR. Deddy Mulyadi, M.Si, Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, 

(Bandung : Alfabeta, 2018), h. 34 
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3. Pelayanan Administratif, dimana pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan 

Tanah dan sebagainya 

  Dari ketiga jenis pelayan publik tersebut diatas yang harus dipahami 

sesungguhnya bahwa pelayanan masyarakat (public service) merupakan 

produk dari organisasi pemerintahan. Pelayanan publik tersebut diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, artinya kegiatan pelayanan 

pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan melekat pada setiap 

orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), yang diberikan 

oleh penyelenggara pemerintah serta dilakukan secara universal.
3
 

Pelayanan publik ini mengatur Pelayanan barang publik meliputi 

pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di 

desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang 

bersumber dari APBN dan/atau APBD. Adapun contoh untuk barang publik di 

desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna 

                                                           
3
Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau, artikel dari 

https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publik-apa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik-2                                               

Diakses pada 8 november 2021 

https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publik-apa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik-2
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desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain 

sebagainya
4 

Pengadaan dan penyaluran barang publik seyogyanya melalui 

perencanaan yang masuk akal, matang dan masak. Pasalnya, uang untuk 

pembangunan fasilitas atau bangunan tersebut menggunakan uang rakyat yang 

harus dipertanggung jawabkan, bukan malah dihambur-hamburkan kepada 

sesuatu yang akhirnya tidak produktif, jauh dari pelayanan publik untuk rakyat 

apalagi berbasis pada kesejahteraan masyarakat hal ini menimbulkan tanda 

tanya oleh masyarakat sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membenahi 

penyaluran barang  publik di daerah. Biasanya penyebab terjadinya dimulai  

1. Dari gagalnya proses perencanaan awal (identifikasi, penetapan 

barang/jasa, jadwal pengadaan dan anggaran pengadaan ), lalu Pada tahap 

persiapan meliputi penetapan sasaran rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan penyusunan RAB, menetapkan rancangan HPS dan Kontrak, 

menetapkan spesifikasi teknis KAK, sampai penetapan uang jaminan, 

uang muka, uang jaminan pemeliharaan, dan lain-lain. 

2. Dari segi pelaksanaan biasanya terdiri dari pelaksanaan swakelola, 

pembayaran, pengawasan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan, 

pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. 

Jadi pada pokoknya banyak titik kritis dalam proses pembangunan  

pelayanan barang publik yang tidak diperhatikan oleh pelaksana atau 

pemerintah. Dimana dalam kategori Ombudsman biasa dimasukan dalam 

                                                           
4
 Ombudsman RI, Artikel dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-

pelayanan-publik-pemerintah-desa 

Diakses Pada 25 juli 2023 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa
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substansi dugaan maladministrasi pada pengabaian kewajiban kewenangan, 

penyalahgunaan wewenang, atau juga penyimpangan prosedur dan penundaan 

berlarut. 

Korupsi politik seringkali diasumsikan hanya terkait dalam proses 

pemilihan umum, dana kampanye, atau politik uang untuk membeli 

suara, baik kepada rakyat dalam Pemilu atau anggota legislatif untuk 

memuluskan agenda tertentu yang menjadi wewenang legislatif 

(seperti kasus amplop di DPR). Nyatanya, korupsi politik juga sering 

dilakukan oleh politisi yang memanfaatkan posisinya untuk bertindak 

sebagai “pelobi” atau “pemeras”. Selain itu, banyak politisi senior yang 

melakukan korupsi politik melalui gerakan yang sebut sebagai 

“Revolving – Door”. Gerakan ini merupakan jalan singkat seorang politisi 

untuk menguasai atau menekan perusahaan-perusahaan negara atau 

swasta, agar berada dibawah kekuasaannya atau kelompok 

pendukungnya
5
 

Alasan yang lain, atas terbengkalainya bangunan seperti : bangunan 

dianggap tidak terpakai lagi, bangunan rusak karena tidak terpelihara, 

anggaran tidak tersedia, pergantian pejabat atau kepala daerah yang 

menyebabkan bergantinya arah kebijakan, terjadi sengketa kepemilikan atau 

status tanah bangunan, sampai pada terjadinya kasus korupsi atau 

penyimpangan dan di usut oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 

                                                           
5
 Rizal Malik, Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

publik,( Jakarta, 22 November 2006 ), h. 4 
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Oleh Karena itu, penting adanya kajian yang serius dan mendalam 

untuk menuntaskan problem tersebut jangan sampai lagi-lagi Publik yang 

dirugikan dengan segala janji pemerintah memenuhi Pasilitas Publik tapi 

ujungnya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Untuk itu, perbaikan dari 

segi regulasi SDM dan kelembagaan termasuk kebijakan anti KKN menjadi 

salah satu obat agar persoalan bangunan mangkrak dapat segera diselesaikan. 

(MF) 
6
 

Kabupaten Indragiri Hilir tidak semua penyaluran barang pelayanan 

publik terselesaikan, ada beberapa pelayanan fasilitas terbengkalai atau 

terhenti walaupun anggaran suda ditetapkan oleh pemerintah. Seperti di Desa 

Pengalihan pembangunan Pendopo yang terbengkalai sehingga bangunan 

tersebut mulai rapuh karna tidak terawat, dan itu akan membahayakan 

masyarakat tersebut apalagi pembangunan tersebut tempatnya di tengah pasar 

Desa Pengalihan. Pembangunan Jembatan dengan jumlah 3 titik dan hanya 2 

yang terselesaikan, pembangunan jembatan penghubung perumahan ke jalan 

raya terhenti. Maka dari itu perlunya pandangan pemerintah dalam menangani 

masalah tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik  yang baik, jangan 

sampai proyek pembangunan tersebut terhenti dan tidak di operasikan 

sehingga merugikan masnyarakat itu sendiri, dan hal tersebut selaras  dengan 

visi misi Kepala Desa yaitu menjadikan desa pengalihan menjadi desa 

                                                           
6
  Muhammad Firhansyah, „‟  Meneropong Fasilitas Publik Yang Terbengkalai‟‟ artikel 

dari 

 https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-fasilitas-publik-yang-terbengkalai 

Diakses pada 10 november 2021 

https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-fasilitas-publik-yang-terbengkalai
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makmur dan sejahtera dengal hal pembangunan baik itu pembangunan bidang 

sarana dan prasarana. 

Pembangunan  apapun yang dilakukan pemerintah daerah ataupun 

pusat harus diawali dengan perencanaan yang matang dan pengawasan serius 

selama proyek itu berlangsung. Harus ada perencanaan yang matang. Harus 

ada koordinasi dengan instansi terkait. Tidak bisa itu," Menurut  Dr Drs 

Marthen L Kimbal SH Msi, Ahli Pelayanan Publik. , jika bangunan untuk 

pelayanan publik, seperti pasar misalnya, telah selesai namun belum 

dioperasikan, hal itu berarti telah mengabaikan kepentingan publik.
7
 

Soal pelayanan publik, lanjutnya, diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 

Tahun 2009.
8
 yaitu tertera dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 25 

tahun 2009 pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administrafis yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik
9
 

       Dalam Fiqh Siyasah dikenal dengan istilah Siyasah Dusturiyah, yang 

berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-

undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai 

                                                           
7
 Handhika Dawangi, „‟proyek terbengkalai kimbal‟‟artikel dari  

https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang 

Diakses pada 10 november 2021 

 
8
 Handhika Dawangi, „‟proyek terbengkalai kimbal‟‟artikel dari  

https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang 

Diakses pada 10 november 2021 
9
 Indonesia Undang-undang no 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) 

https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang
https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang
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prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian 

kekuasaan. 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan adalah 

mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencapai sesuatu.
10

 

Allah swt berfirman dalam Al-quran An-nisa ayat:58 sebagai berikut. 

كَُوُإ بِ  ذَإ حَكََْتُُْ بيََْْ إلنَّاسِ أَنْ تََْ
ِ
لََٰ أَهْلِهاَ وَإ

ِ
َ يأَمُْرُكُُْ أَنْ تؤَُدُّوإ إلَْْمَانََتِ إ نَّ إللََّّ

ِ
ا يدَِكُمُْ إ ََّ َ عِدِ نَّ إللََّّ

ِ
لدَْلِْ  إ إ

يدًا بصَِيًرإ َ كََنَ سََِ نَّ إللََّّ
ِ
 بِهِ ۗ إ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat.
11

 

 Bahwa amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan 

kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah swt. Artinya pengelolaan 

fasilitas Publik harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik termaksut 

dalam  fasilitas yang di sediakan. Amanah atau tanggung jawab tersebuat 

harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt.  

Oleh Karena itu, penting adanya kajian yang serius dan mendalam 

untuk menuntaskan problem tersebut jangan sampai lagi-lagi publik yang 

                                                           
10

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta 

Media, 2014), h. 3 
11

 Departemen Agama, Qur‟an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan 

Penerjemah Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, h. 113. 
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dirugikan dengan segala janji pemerintah memenuhi fasilitas publik tapi 

ujungnya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. 

Berdasarkan paparan diatas  penulis merasa tertarik untuk meneliti 

Pembangunan Fasilitas Publik di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 

Penelitian di lakukan di Desa Pengalihan karena beberapa alasan yaitu hasil 

dari riset penulis bahwa di Desa Pengalihan ada  pembangunan Fasilitas 

Publik yang terhenti oleh sebab itu penelitian ini di beri judul. “Implementasi 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut 

Perspektif Fiqih Siyasah” 

 

B. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang ada.yang menjadi masalah dalam penelitian 

adalah pelayanan publik Tentang Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik di 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang, Desa Pengalihan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai judul dan latang belakang masalah maka penelitian ini dapat di 

rumuskan permasalahannya yaitu 

1. Bagaimana implementasi pada pembangunan pelayanan barang publik 

menurut Undang-Undang No 25 Tahun  2009 di Desa Pengalihan Keritang 

? 
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2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembangunan pelayanan 

barang  publik di Desa Pengalihan Keritang ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Bagaimana implementasi pelayanan publik (barang) Menurut Undang-

Undang No 25 Tahun Tahun 2009 ?  

b. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembaguan fasilitas publik 

di Desa Pengalihan Keritang ? 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:  

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuan dalam hal kepenulisan dan analisis 

khususnya yang berfokus pada analisis pembangunan terbengkalai 

untuk fasilitas publik di desa pengalihan 

b. Bagi Masyarakat Umum 

 Untuk memberikan uraian terhadap masyarakat sebab dan 

penyebab terbangkalainya fasilitas publik yang tidak dioperasikan demi 

pemberikan kepuasan dan kebutuhan dalam masyarakat tersebut dalam 

meningkatkan pelayanan public 
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c. Bagi Akademik  

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

referensi bagi pihak lain dan sebagai landasan perbandingan dalam 

melakukan penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Implemetasi   

             Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan 

dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuanan 

menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau 

nyata. Majone dan wildavski mengemukakan implementasi sebagai 

penilaian, Browne dan Wildavski juga mengemukakan bahwa 

Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. 

Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 

aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan
12

 

2. Pengertian Penyaluran Barang Publik 

      Penyaluran Barang merupakan upaya yang secara sadar 

dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka 

pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana menuju masyarakat modern. Dari defenisi tersebut terlihat 

bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya 

tanpa melakukan berbagai kegiatan Penyaluran Barang. Juga terlihat 
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bahwa proses Penyaluran Barang harus terus berlanjut karena tingkat 

kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak 

akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan 

sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus 

menerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih 

baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja 

keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk 

masa ini dan masa yang akan datang. Dan penyaluran barang merupakan 

proses dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan 

yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiaptiap Negara selalu mengejar 

dengan yang namanya pembangunan. 

Dari pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya 

secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan 

adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.Namun demikian, 

seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh 

masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu banyak terjadi 

kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar 

target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma 

kehidupan masyarakat dipedesaan.  
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Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat 

yang maju, mandiri, sejahtera, adil setia kepada pancasila dan UUD 1945.
13

 

 

B. Pelayanan Publik 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, 

antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban 

memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan 

yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara 

atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

1. Penyelenggara pelayanan publik 

  Pasal 1 ayat (1) undang undang no 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14

 

Sedangkan ayat (2) mengatakan Penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
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undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15

 

2. Pelaksana Pelayanan Publik 

Pelaksana Pelayanan  Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik
16

 

3. Asas Asas Pelayanan Publik 

Pasal 4 ayat  undang undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 

a. Kepentingan Umum; 

b. Kepastian Hukum;  

c. Kesamaan Hak;  

d. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban;  

e. Keprofesionalan; Partisipatif;  

f. Persarnaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif;  

g. Keterbukaan;  

h. Akuntabilitas;  

i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;  

j. ketepatan waktu; dan 

k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
17
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C. Fasilitas Publik 

fasilitas publik adalah fasilitas pelayanan barang yang  yang di 

sediakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok yang 

rentan seperti  Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk / jenis barang yang digunakan oleh Publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup 

yang di  jelaskan pada pasal  5 ayat (3) Undang-Undang Pelayanan Publik 

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. pengadaan dam penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan olleh suatu badan 

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau 

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi keterscdiaannya menjadi misi 

negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
18
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D. Fiqh Siyasah  

Siyasah Fiqih Siyasah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqih dan 

siyasah. Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk dari kata faqiha-yafqahu-

faqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sehingga secara 

teminologi, fiqih lebih popular didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang 

hukum-hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil 

yang rinci.
19

 

Siyasah menurut Ibn Qayyim dalam Ibn „aqil menyatakan: “Siyasah 

adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya Berdasarkan 

pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu 

tentang tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan 

kehudupan umat manusia pada umumnya dan negara pada kususnya. Guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa,dan bernegara 
20

 

Objek kajian fiqih siyasah sendiri cukup luas, sesuai kapasitas bidang-

bidang apa saja yang diatur. Sehingga sering terjadi perdebatan pendapat di 

kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Berikut 

beberapa objek atau ruang lingkup dari fiqh siyasah: 
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1. Siyasah Dusturiyyah 

 Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 

lain tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negar dan 

sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep 

negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 

dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.
21

 

2. Siyasah Maliyyah  

Siyasah maliyyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan 

pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa 

menghilangkan hak individu dan menyianyiakannya. Didalam fiqih 

siyasah maliyyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan 

rakyat. Oleh karena itu, ada tiga factor hubungan dalam fiqih siyasah 

maliyyah diantaranya, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau 

kekuasaan.
22

 

3. Siyasah Harbiyyah  

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang kaida-kaidah peperangan 

dalam Islam, mengatur masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan 

keamanan serta pelakuan dalam peperangan, mengatur perlakuan terhadap 
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h. 79. 



19 

 

 
 

tawanan perang, ghanimah, harta peperangan, dan mengatur cara 

mengakhiri peperangan menuju perdamaian.
23

 

4.  Siyasah Dauliyah 

Siyasah dauliyah adalah hubungan internasional dalam Islam, 

didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dalam sumber-sumber 

praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber 

normatif tertulis berasal dari Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari 

keduan sumber ini kemudian ulama menuwangkan ke dalam kajian fiqih 

al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang perang dan damai).
24

 

Siyasah Dusturiyyah membahas masalah perundangundangan 

negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu 

mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip 

Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an 

dan yang di Jelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, 

muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.
25

 Sedangkan 

Siyasah Maliyyah sendiri mengatur tentang politik keuangan Negara, 

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang tatacara dalam peperangan, dan 

Siyasah Dauliyah mengatur tentang hubungan luar negeri. 

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah 

yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah 

Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan 
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atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian 

Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang 

bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, 

dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang 

merupakanperwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi 

kebutuhannya.
26

 

Ilmu Siyāsah Dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari 

masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang 

diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering 

menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah 

sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon 

pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan 

bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.
27

Fiqh Siyasah Dusturiyah 

mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan 

persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak 

lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Quran maupun hadits.
28
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E. Pelayanan Publik dalam Fiqih Siyasah  

Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok penyelenggara dan 

pelaksana sebagai  pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan sebagai 

penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau 

prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan 

seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of 

performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi di sebut orang 

yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar 

dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah. 

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf ayat 19:  

ا عَوِلىُا  ۖ  وَلِيىَُفِّيهَُنْ أعَْوَالهَُنْ وَهُنْ لََ يظُْلَوُىىَ   وَلِكُلٍّّ درََجَاتٌ هِوَّ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal 

perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”
29

 

Dari ayat tersebut bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja 

yang baik, maka dia akan mendapat hasil yang baik pula atas pekerjaannya. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui bagaimana metode 

penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu 

digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu 
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penelitian. Tujuan penelitian terdahulu sendiri guna mengetahui langkah 

penulis salah atau benar adapun penilitiannya adalah ‟‟Suryawan Syawal Judul 

Skripsi Penghentian Proyek Pembangunan Monorel Jakarta Tahun 

2015‟‟.’’Skripsi Muhammad Ridho Amin Pengaturan Mengenai Pengelolaan 

Bangunan Terbengkalai Di Kota Banjarmasin tahun 2021‟‟. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan Cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
30

 Metode merupakan 

Cara kerja untuk memahami objek yang, menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi suatu social, individu, dan kelompok, lembaga dan masyarakat.
31

 

Penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai 

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/menuliskan keadaan 

subjek / objek penelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau berdasarkan 

fakta atau sebagaimana adanya. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa 

salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deksriptif.
32
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Menurut I Made Winartha, metode analisi deskriptif kualitatif 

adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, 

situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau 

pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan di Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan 

Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Subjek  dan Objek Penelitian  

a. Subjek dari penelitian ini adalah instansi pemerintah dalam 

melaksanakan tugas pelaksana ataupun pengawasan pembangunan 

pasilitas publik  dan Masyarakat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri 

Hilir 

b. Objek dalam penelitian ini adalah pembangunan fasilitas publik 

terhenti di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam' penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan 

aktivitas  yang berintekasi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat 

di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di: sudut-

sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat keija, di kota, desa 

atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan 
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sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang teijadi” di 

dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat 

mengamati secara mendalam aktivitas  orang-orang yang ada pada 

tempat  tertentu. 

Tetapi sebenarnya obyek penelitian kualitatif, juga bukan semata-mata 

pada situasi sosial, tetapi juga bisa berupa peristiwa. Seorang peneliti 

yang mengamati secara  mendalam tentang perkembangan peristiwa 

tertentu, adalah merupakan proses penelitian kualitatif.
33

 

b. Sampel  

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang 

dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data 

pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak 

akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak 

diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif 

hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut
34

. 

      Teknik Pengambilan Sampel adalah merupakan teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian 

kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive 

sampling, Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah 
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teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti.  

         Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi 

bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan 

kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan 

demikian informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 

mengunkan teknik purposive sampling. 
35

 

Informan penelitian adalah  Badan permusyawaratan desa  1 orang, 

perangkat desa 4 orang dan Masyarakat yang menerima bantuan fasilitas 

publik diambil 20 orang . Jadi informan dalam penelitian ini adalah badan 

permusyawaratan desa, perangkat desa dan Masyarakat yang menerima 

bantuan pembangunan fasilitas publik yang dapat memberikan informasi 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 

5. Sumber Data 

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid 

penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik-teknik 

tersebut adalah : 

a. Metode pengumpulan data primer berupa bahan-bahan hukum primer, 

dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari mencatat ke 
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dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi 

objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada 

masalah penelitian. 

b. Metode pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum 

sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu 

hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan 

masalah penelitian. 

c. Metode pengumpulan data tersier berupa bahan-bahan hukum tersier, 

dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa 

dan dokumen tertulis lainnya yaang dapat memperjelas suatu persoalan 

atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan 

sekunder. 

6. Teknik  Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka (library 

research) dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis 

menyelidiki data-data atau dokumen- dokumen tertulis seperti buku-

buku, artikel. Peraturan-peraturan, undang- undang, dan sebagainya.
36

 

b. Observasi, Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik dari penomena yang diteliti. Adapun 

metode observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan 
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langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan 

data seperlunya yang berkenaan dengan penulisan ini. 

c. Wawancara, Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan 

bertanya langsung pada yang bersangkutan. Metode wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yang akan 

diteliti. Yaitu tentang terkendalanya proyek pembangunan  

7. Analisis Data  

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini 

adalah metode penelitian Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan, melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab 

secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari 

semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu 

kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen 

penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

8 Teknis Penulisan  

 Teknik penulisan yang di gunakan adalahn sebagai berikut 

a. Deduksi  

Deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan 

umum, atau penemuan khusus dari yang umum
37

.  Jadi yang dimaksud 
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metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari 

kaidah-kaidah khusus. 

b. Deskriprif  

Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel yang telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pada pembangunan pelayanan barang publik 

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun  2009 di Desa Pengalihan 

Keritang, secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan 

sudah sesuai dengan aturan, hanya saja dalam Peraturan Undang-Undang 

Nomor  25 Tahun 2009   tentang pelayanan publik   pasal 23  perlunya 

akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang 

apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara, dan Menurut peraturan 

Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009  tentang pelayanan publik 

Pembangunan di Desa pengalihan Kecamatan keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir pelaksanaannya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa 

hal yang harus dibenahi yaitu selain berkewajiban mengelola sarana, 

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tetapi juga harus serta 

bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, prasarana dan/atau 

fasilitas pelayanan publik 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembaguan pelayanan barang  

publik di Desa Pengalihan Keritang Perencanaan Pembangunan dalam 

Persefektif Fiqih Siyasah meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam 

Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, 
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mementingkan kemaslahatan umum, dan mengikuti kerperluan serta tiada 

pembaziran. Sedangkan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna, meningkatkan kualitas kehidupan, 

serta mencapai pembangunan yang seimbang. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif 

disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya selain 

melakukan pembangunan fasilitas bublik yang dilakukan oleh 

pemerintahan Desa agar lebih baik lagi dengan serta pembangunan 

tersebut juga harus di pelihara agar tidak ada pembaziran dalam 

pembangunan dan berdampak baik  bagi kehidupan masyarakat dan 

Desa.  

2. Pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling 

menopang demi kemajuan desa, serta perlunya akses informasi agar 

masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang apa yang telah di 

laksanakan oleh penyelenggara yang sesuai menurut Undang-Undang 

Nomor  25 Tahun 2009   pasal 23.   

 

3. Peniliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan sedikit 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk tetap 

melakukan penelitian terkait pembangunan baik di desa, bahwa 

pembangunan yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh 
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pemerintah dalam melakukan pembangunan yang bermanfaat dan 

berdampak baik kepada masyarakat secara umum. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI 

UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009  TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN  

KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT 

 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

Pedoman wawancara untuk pengguna fasilitas publik/masyarakat  

Pertanyaan: 

1. Apakah tempat fasilitas publik yang di gunakan memberikan kepuasan 

kepada masyarakat 

2. Apakah  fasiltas publik memberikan kemudahan bagi masyarakat 

3. Apakah pendapat masyarakat tentang fasilitas publik terbengkalai 

4. Apakah masyarakat melakukan laporan kepada pemerintah daerah tentang 

fasilitas publik yang terbengkalai 

Pedoman wawancara untuk pihak penyelenggara fasilits publik 

Pertanyaan: 

1. Apakah penyebab terbengkalainya fasilits publik di desa pengalihan 

keritang 

2. Apakah ada hambatan yang menyebabkan terbengkalainya fasilitas publik  

3. Apa saja program yang di lakukan untuk meningkat fasilitas publik  

4. Apakah solusi pemerintah desa dalam membenahi fasilitas bublik yang 

terkendala. 
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